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PUTUSAN
Nomor 208/Pdt.G/2023/PA.Lbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LUBUK SIKAPING

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama
dalam sidang diluar gedung yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama
Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman, Hakim telah menjatuhkan penetapan
dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

I tempat dan

tanggal lahir Sontang, 23 Mei 1999, agama Islam,
pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah

Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jorong

I oo B <ccamatan
I <obupaten I  rrovinsi
I 2o hal ini memilih domisili secara
elektronik dengan alamat email | NG

sebagai Penggugat;
melawan

I . tempat dan tanggal lahir

Tangerang, 11 Juli 1997, agama Islam, pekerjaan Staf
Bandara, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas,

tempat kediaman di Jorong [ Gz Nagai R
B <ccamatan [ Kabupaten
. Frovinsi I scoagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;
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DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Penggugatannya tanggal 06 Juli 2023
telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Sikaping, dengan Nomor
208/Pdt.G/2023/PA.Lbs, tanggal 06 Juli 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya
sebagai berikut :
1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 November 2022, Penggugat telah
melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di hadapan Pegawai
Pencatat Nikah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor [ Gz
tanggal 20 November 2022 yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama
Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera
Barat;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat membina

rumah tangga di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Jorong |l

B oo . <ccanatan [ Kabupaten
B -ovinsi . sc'-ma kurang lebih 1 (satu) minggu,
sampai berpisah;

3. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut belum memiliki
anak;

4. Bahwa pada awal perkawinan tersebut, rumah tangga Penggugat dan
Tergugat harmonis namun sejak minggu ke dua pernikahan yaitu pada
bulan Desember tahun 2022 terjadi perselisihan antara Penggugat dan
Tergugat yang disebabkan karena pada awal pernikahan tersebut
Penggugat dengan Tergugat tidak melakukan hubungan layaknya suami
istri pada malam pertama pernikahan karena Penggugat sedang haid, lalu
pada minggu ke dua pernikahan setelah haid Penggugat selesali,
Penggugat dengan Tergugat melakukan hubungan layaknya suami istri,
namun vagina Penggugat tidak mengeluarkan darah sehingga Tergugat
berpikir bahwa Penggugat tidak perawan lagi, setelah kejadian itu Tergugat
marah kepada Penggugat dan berkata bahwa Tergugat hanya terpaksa
menikahi Penggugat, dan Tergugat juga mengakui telah memiliki kekasih

sebelum menikah dengan Penggugat;
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5. Bahwa setelah kejadian itu akhirnya pada keesokan harinya bulan
Desember 2022 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di
Jorong Murni Sontang, Nagari Sontang Cubadak, Kecamatan Rao Selatan,
Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, sedamgkan Tergugat tetap
tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Jorong Murni
Sontang, Nagari Sontang Cubadak, Kecamatan Rao Selatan, Kabupaten
Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, Bahwa Sejak itu Penggugat dan
Tergugat berpisah tempat tinggal dan tanpa menjalankan kewajiban
sebagaimana layaknya suami isteri sampai saat ini sudah kurang lebih 6
(enam) bulan lamanya;
6. Bahwa Penggugat tidak berusaha untuk memperbaiki rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat, dan sekarang Penggugat sudah berkeyakinan
tidak bisa lagi hidup membina rumah tangga yang rukun bersama Tergugat;
7. Bahwa sebab-sebab di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga
Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, maka Penggugat
mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Lubuk Sikaping;
Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas
Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Sikaping.
Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang
amarnya sebagai berikut :
Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ([ GcININGGEG
) t<rhadap Penggugat (I
I
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
Subsider :
Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil-adilnya;
Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat
hadir sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim wakil/kuasanya yang
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sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidak hadiran

Tergugat tidak disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi dikarenakan Tergugat tidak

pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal membacakan surat gugatan

Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-daliinya, Penggugat telah mengajukan

bukti berupa
A. Surat :

1.  Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama | . dengan
NIK . 2o dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat
tanggal 04-05-2023, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen
serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Hakim
Tunggal diberi tanda P.1 dan diparaf;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah an. Penggugat dan Tergugat dengan
Nomor [ yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten
Pasaman, Provinsi Sumatera Barat tanggal 20 November 2022, yang
telah bermeterai cukup dan di-nazegelen serta dicocokkan dengan
aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2 dan
diparaf;

B. Saksi :

1. . umur 27 tahun, agama Islam,

pekerjaan Belum Bekerja, tempat kediaman di Jorong | G
Nagari |G <ccamatan | <abupaten
B (i bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai
berikut:

- Bahwa saksi adalah Kakak Kandung Penggugat dan kenal

dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
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- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada
tahun 2022;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah
orangtua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis
dikarenakan seminggu setelah menikah Penggugat dan Tergugat
pisah rumah;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat penyebab perpisahan
Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menuduh Penggugat
sudah tidak perawan, dan Tergugat sudah tidak suka dengan
Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah
selama kurang lebih 6 (enam) bulan, Tergugat yang pergi
meninggalkan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha menasehati
Penggugat namun tetap ingin bercerai;
2. . o 43 tahun, agama Islam,
pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jorong | NN Naoari

I <ccamatan NN, <abupaten NN

di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat dan kenal dengan
Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada
tahun 2022;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah
orangtua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis
dikarenakan seminggu setelah menikah Penggugat dan Tergugat
pisah rumah;
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- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perpisahan Penggugat dan
Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah
selama kurang lebih 6 (enam) bulan, Tergugat yang pergi
meninggalkan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha menasehati
Penggugat namun tetap ingin bercerai;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya

sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugatan Penggugat
adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan
patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut

disebabkan oleh suatu alasan yang sabh;

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah
dipanggil secara resmi dan patut, Penggugat hadir, namun Tergugat tidak
pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya
yang sah. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg juncto Pasal
27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, perkara ini dapat diputus
tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sepanjang berdasarkan hukum dan
beralasan. Hal ini selaras dengan sabda Nabi Muhammad SAW, dalam Kitab

Ahkamul Qur’an karya Imam Al-Jashash Juz /ll, halaman 425
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“Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam (Hakim
Tunggal), kemudian tidak menghadap memenuhi panggilan tersebut, maka dia
termasuk orang zalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Juncto Pasal 73
ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009,
perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah
diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya

harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat hingga saat ini masih
terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang sah, beragama Islam,
yang menikah menurut ketentuan hukum Islam, dan belum pernah putus karena
perceraian berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta otentik yang tidak
terbantah kebenarannya oleh bukti lainnya, terbukti Penggugat dan Tergugat
adalah suami isteri yang sah, beragama Islam, yang menikah menurut
ketentuan hukum Islam, dan belum pernah terjadi perceraian. Sehingga
Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini masih sebagai pihak yang
berkepentingan hukum (Legitima Persona Standi in Judicio);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda
Penduduk atas nama Penggugat, yang merupakan akta otentik yang tidak
terbantah kebenarannya oleh bukti lainnya, terbukti Penggugat berdomisili di
wilayah hukum yang termasuk dalam yurisidiksi Pengadilan Agama Lubuk
Sikaping, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50
tahun 2009 juncto Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perkara ini

menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Lubuk Sikaping;
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Pengadilan
Agama Lubuk Sikaping berwenang baik secara absolut maupun relatif untuk

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal dalam persidangan telah menasehati
Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk menceraikan Tergugat namun
tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi
maksud pasal 154 R.Bg, junctis Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor
50 tahun 2009, dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung
Republik Indonesia, Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah menghadiri
persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/lkuasanya yang

sah untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat telah mendalilkan
pada awal perkawinan tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis
namun sejak minggu ke dua pernikahan yaitu pada bulan Desember tahun 2022 terjadi
perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena pada awal
pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak melakukan hubungan layaknya
suami istri pada malam pertama pernikahan karena Penggugat sedang haid, lalu pada
minggu ke dua pernikahan setelah haid Penggugat selesai, Penggugat dengan
Tergugat melakukan hubungan layaknya suami istri, namun vagina Penggugat tidak
mengeluarkan darah sehingga Tergugat berpikir bahwa Penggugat tidak perawan lagi,
setelah kejadian itu Tergugat marah kepada Penggugat dan berkata bahwa Tergugat
hanya terpaksa menikahi Penggugat, dan Tergugat juga mengakui telah memiliki
kekasih sebelum menikah dengan Penggugat, setelah kejadian itu akhirnya pada
keesokan harinya bulan Desember 2022 Penggugat pulang ke rumah orang tua
Penggugat di Jorong Murni Sontang, Nagari Sontang Cubadak, Kecamatan Rao
Selatan, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, sedamgkan Tergugat tetap
tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Jorong Murni Sontang, Nagari
Sontang Cubadak, Kecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera
Barat, Bahwa Sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tanpa
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menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri sampai saat ini sudah

kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya,

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah menghadiri
persidangan, namun perkara ini tetap harus dibuktikan, sebab ketidakhadiran
Tergugat tidak serta merta menjadi alasan bagi dikabulkannya gugatan
perceraian, apabila gugatan tersebut didasarkan pada alasan sebagaimana
dimaksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Hal ini sesuai

dengan Penjelasan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat
dalam persidangan telah mengajukan alat bukti berupa surat P.1, dan P.2, bukti
tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah
dinazegelen, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, Junctis
Pasal 1888 KUHPerdata, Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor
10 tahun 2020 tentang Bea Meterai bukti tersebut dapat diterima dan akan

dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 adalah bukti tertulis, berupa
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang dinilai Hakim
Tunggal sebagai akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna (volledig
bewisjkracht) dan mengikat (bindende bewisjkracht), yang isinya menerangkan
tentang identitas Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti menurut hukum
bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama
Lubuk Sikaping;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta
Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dinilai Hakim Tunggal sebagai
akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna (volledig bewisjkracht) dan
mengikat (bindende bewisjkracht), yang isinya menerangkan bahwa Penggugat
dan Tergugat merupakan suami isteri yang sah, maka harus dinyatakan terbukti
menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat
dalam perkawinan yang sah, sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Penggugat mempunyai
legal standing untuk mengajukan Cerai Gugat perkara a quo;
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Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti P.1, dan P.2, Penggugat
telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang di bawah sumpah sesuai

agamanya, telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo adalah perkara perceraian
dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus didengar
keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak
sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi 1, dan saksi 2 yang diajukan Penggugat,
keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan
keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi
tersebut memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam
Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua)
Penggugat tentang akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus
dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah
memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg,
sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat
diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1, dan saksi 2 yang diajukan Penggugat
melihat sendiri, mendengar dan mengalami sendiri berkaitan dengan
pertengkaran dan alasan pertengkaran serta perpisahan antara Penggugat dan

Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti P.1, dan

P.2, Saksi 1 (satu), dan Saksi 2 (dua) Penggugat, terbukti fakta hukum sebagai
berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah

di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
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Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman, dan selama menikah, belum pernah

bercerai, namun belum dikaruniai anak;

2. Bahwa, sejak seminggu setelah menikah rumah tangga Penggugat dan

Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat menyatakan tidak suka

dengan Penggugat lagi;

3. Bahwa Penggugat pergi dari rumah dan pulang ke rumah orang tuanya

karena sudah tidak dianggap lagi oleh Tergugat, sejak saat itu Penggugat

dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling

menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri hingga kini telah

6 (enam) bulan lamanya;

4. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan

untuk dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

5. Bahwa, Hakim Tunggal juga sudah berupaya menasehati Penggugat

agar tidak bercerai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan

Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junctis Pasal 19 huruf
(f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal peraturan perundangan di
atas disimpulkan untuk dapat bercerai ada tiga unsur yang harus terpenuhi,
yaitu adanya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus antara suami
isteri, pertengkaran dan perselisihan yang dimaksud menyebabkan suami dan
atau isteri merasa tidak mungkin dapat rukun lagi sebagai suami isteri, serta
Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri tersebut namun tidak

berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur sebagaimana diuraikan di atas telah
terpenuhi yaitu terjadinya pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus
sebagaimana dalam gugatan serta fakta persidangan yang ditemukan,
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa fakta di atas, telah terbukti
rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, sering

berselisih dan bertengkar, yang puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut
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telah mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama
6 (enam) bulan, dan sejak pisah rumah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak
pernah berkomunikasi dan berhubungan layaknya suami isteri hingga
sekarang, sehingga karena kondisi seperti itu tidak memungkinkan lagi untuk
mewujudkan harapan ideal sebuah rumah tangga sebagaimana yang
diamanatkan yang dikehendaki dalam firman Allah Swt. dalam surat Ar-Rum
ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi “ikatan
lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, yang
bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal,
yang didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa” dan Pasal 3 Kompilasi
Hukum Islam sulit untuk terwujud. Karenanya rumah tangga yang demikian,
tidak perlu dipertahankan lagi, karena hal yang demikian itu akan lebih banyak

madlaratnya dari pada manfaatnya;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal sependapat dengan abstrak hukum
yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379
K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997, yang menegaskan bahwa "suami isteri yang
tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali
dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan
pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975"

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma

hukum Islam yang terkandung dalam:

i. Kitab Mada Hurriyah al-Zaujaini, fi al-Thalaq, Hal. 83, berbunyi:
5 cho Vs quai ass gak pls axzs 3l sl o lnias gu> GMall pllas pMawdl Jlis | 55
alay | quai ey
ol guz gl 35T e oS Ol oliss lraiw¥l 0V To) né o 8190 aszs ]!
2o oll 132 9 x50l
allasJl
Artinya: “Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah

tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan
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perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa, karena meneruskan
perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang
berkepanjangan. Hal ini berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa

keadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam kitab sebagaimana
tersebut di atas yang selanjutnya diambil alih oleh Hakim Tunggal sebagai

pendapatnya sendiri untuk pertimbangan hukum.

ii. Kitab Fighus Sunnabh juz Il, halaman 248, berbunyi:
Loo ¢l S g ,z9 1 .Jl)s&lgi iz g Wl din o lall saJ alges w1509
Slay

aisly asll Lealls lagin ToYl o5 o lall sz 5 Ledlial (a6 uissll plgs azo

Artinya: “Apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan
bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, dan adanya hal yang menyakitkan
itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya,
sedangkan Hakim Tunggal sudah tidak berhasil mendamaikan kedua belah
pihak, maka Hakim Tunggal dapat menceraikannya dengan talak ba’in”;.

Menimbang berdasarkan ketentuan dalam kitab sebagaimana tersebut di
atas yang selanjutnya diambil alih oleh Hakim Tunggal sebagai pendapatnya

sendiri untuk pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keputusan Rapat Kamar Agama
Mahkamah Agung Repuplik Indonesia yang dikuatkan dengan Surat Edaran
Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) No. 1 tahun 2022 menyatakan
bahwa “perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus
menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar
terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam)
bulan”, Hakim berpendapat bahwa ketentuan yang tertuang dalam SEMA
tersebut adalah merupakan syarat alternatif, dimana apabila salah satunya
terpenuhi maka dapat menjadi syarat untuk dikabulkannya perkara perceraian

dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, sedangkan dalam perkara a quo
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(@

telah ditemukan fakta bahwa Pemohon dan Termohon terbukti terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan keduanya pisah tempat
tinggal lebih dari 6 (enam) bulan, maka dari itu Hakim berkesimpulan perkara a

quo memenuhi syarat yang dimaksud dalam ketentuan SEMA tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka gugatan
Penggugat petitum angka 2 (dua) perkara a quo beralasan hukum dan patut
untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi
Hukum Islam, maka dalam perkara a quo Hakim Tunggal “Menjatuhkan talak
ba’in sughra Tergugat (G - -2dap
Penggugat (G '

Menimbang bahwa perkara perkara a quo masuk bidang perkawinan,
maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang
Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun
2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang
Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun
2009, dan semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku

dan hukum Islam/dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (I GCNGGG
) - hadap Penggugat (I
R

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp445.000,00(empat ratus empat puluh ribu rupiah);
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Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal
yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2023 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 02 Muharram 1445 Hijriah, oleh MUHAMMAD SYAIFUDIN
AMIN, S.H.l., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Agama Lubuk Sikaping, dan
Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim
tersebut dengan dibantu oleh Bustami, S.H., M.A sebagai Panitera serta
dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

ttd

MUHAMMAD SYAIFUDIN AMIN, S.H.I., M.H

Panitera

ttd

Bustami, S.H., M.A

Perincian biaya :

1. Biaya PNBP Rp 60.000,00
2 Biaya Proses Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan Rp300.000,00
4. Biaya Redaksi Rp 10.000,00
5. Biaya Meterai Rp 10.000,00

Jumlah Rp445.000,00

( empat ratus empat puluh lima ribu rupiah )
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